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I{.EPUTUSAN KTPALA ITAITTOR qNLAYAH KEMEIITERIAIT AGAIIA
PNOVMSI JAWA TIIIIIN

lIOMOR 1506 TAIIITT 2ot7
TEIUTAITG

PEMBERIAIT IZIIT PEITDIRIAIT / OPENASIOITAL
MAXIRASAH IBTIDAIYAII PLUS WALISOilGO KABUPATEIT TREITGGALEK

PROVII$$I JAIIIA TIUUR

DEI\TGAI$ RAIIMAT TUIIAIT YAITG MAHA TSA

KEPALI\ I(Ail?OR WILIIYAH HEMEIYTERIAII AGAMA PRoVnTSI JAWA TIMUR,

Menimbang i a. bdhwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasionafpendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum datam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan lzin
Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS
WALISONGO KABUPATEN TRENGGALEK provinsi Jawa
Timur.

Undang-Undang Niimor 20 Tahun 2003 tentang Sisteil
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2075 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahuu 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86al;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tatrun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor LI.z, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tafualrt 2OOT

tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
DaSar/Mddrdsah lbtidaiyah, Sekolah Meriingah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupatenl Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana
dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
?OLO dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agam.a
Nomor 9O Tahun 2Al3;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Is1am Nomor 1385
Tahun 2OL4 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzil;.-

Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Rekom0ndaSi dari Kepa1a Krintor Kcmenteitan A$6ma
KAEIUPATEN TRENGGALEK Nomor : Kd. l3.O3l zlPP / 10681 2AL6
Tanggal 23 Juni 2O16;

MEMUTUSKAN:

: I(EPUTUSAN KEPAI.A KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS WALISONGO KABUPATEN
TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpadargan izin pendirian/operasional madraeah
kepada madrasah sebagaimana tercantum daLam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan irri.
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Memperhdtikan

Menetapkan

KESATU



:.j^

E,

KETIGA

: Pemberian izin operasionar sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEP+ry dapal dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
meuufl,u(an pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

: Keputusan iai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal27 Februari 2OlZ

KAilITOR WII,AYAH

JAWA TIMUR,
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I-AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1506 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERTAN IZIN PENDIRTAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS WALISONGO
KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

KANTOR WII,AYA}I
AGAMA

AWA TIMUR,

1 Nama Madrasah PLUS WALISONGO

2 Nomor Statistik Madrasah 1 I 123s030005

3 Alamat Madrasah JL. KH; HASYIM A.SY'ARI NO. 70

DESA SURODAKAN

KECAMATAN TRENGGALEK

KABUPATEN TRENGGALEK

P.ROVINSI JAWA fiMUR

4 Na m a Organisasi Penyelenggara YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM WALI
SONGO

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 166, JUNAEDI, SH.

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-OOs 1853.AH.0 1.04.TAHUN 2076 /
12 AGUSTUS 2016
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